
 

  

TAMBAHAN 

LEMBARAN NEGARA R.I 
No.6379 KEUANGAN. Hibah. Pemerintah Asing/Lembaga Asing. 

Tata Cara. Perubahan. (Penjelasan atasLembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155) 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 57 TAHUN 2019  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018  

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA  

PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING 

 

I UMUM 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing merupakan 

landasan hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan pemberian hibah 

ke luar negeri. Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memperbaiki tata 

kelola Pemberian Hibah yang selama ini masih belum terkoordinasikan 

dengan baik sehingga dapat lebih terencana, tercatat dengan baik dan 

terukur manfaat dan efektivitasnya. Peraturan Pemerintah ini mengatur 

mengenai kebijakan, perencanaan, penganggaran, perundingan dan 

perjanjian, pelaksanaan, penatausahaan, serta pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan Pemberian Hibah. 

Dalam perkembangannya, frekuensi dan nilai hibah yang diberikan 

Indonesia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya permintaan 

hibah dari Negara sahabat. Hal ini berdampak pada munculnya dua 

kebutuhan terkait dengan kecepatan penyaluran hibah dan inovasi 

pembiayaan pemberian hibah yang tidak membebani Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, 

dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa 

pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. 
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Adapun beberapa penyempurnaan yang dilakukan mengenai 

pengaturan: 

a. pembentukan unit pengelola dana yang berbentuk Badan Layanan 

Umum yang bertanggung jawab untuk mengelola dana sekaligus 

sebagai penyalur dana dalam rangka Pemberian Hibah. Unit 

pengelola dana menjadi salah satu bagian yang krusial dalam inovasi 

pembiayaan Pemberian Hibah sehingga di masa yang akan datang 

Pemberian Hibah oleh Pemerintah Indonesia dapat lebih mandiri 

karena berasal dari hasil investasi unit pengelola dana.  

b. Adanya Komite Pengarah lintas kementerian/lembaga yang 

bertanggung jawab untuk memberikan arah kebijakan strategis bagi 

unit pengelola dana dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

c. penajaman tugas dan fungsi dari masing-masing pihak yang terlibat 

dalam proses bisnis Pemberian Hibah. 

d. Proses pelaksanaan Pemberian Hibah yang disalurkan melalui 

Organisasi Internasional disesuaikan supaya lebih fleksibel dan lebih 

cepat namun tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

e. Pemberian Hibah yang tidak terencana dan di luar DRPH dapat 

dilaksanakan dengan tujuan khusus setelah mendapatkan 

persetujuan dari Komite Pengarah dengan memperhatikan kapasitas 

keuangan unit pengelola dana. 

 

I PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Angka 2 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "Pemberian Hibah berupa 
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uang tunai" adalah hibah yang diberikan 

Pemerintah dalam bentuk uang yang 

penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh 

Penerima Hibah. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Pemberian Hibah berupa 

uang untuk membiayai kegiatan" adalah hibah 

yang diberikan Pemerintah dalam bentuk uang 

yang digunakan untuk pengadaan barang 

dan/atau jasa. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Angka 3 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (1a) 

Cukup jelas. 

Ayat (1b) 

Huruf a 

Pengembangan dana dalam rangka pemberian 

hibah dilakukan dalam bentuk investasi pada 

instrumen perbankan, pasar modal, dan/atau 

Surat Berharga Negara. Pengembangan dana 

dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak 

ketiga berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan 

risiko yang terkelola, dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Huruf b 

Penggunaan dana dalam rangka pemberian hibah 

digunakan untuk melaksanakan pemberian 

hibah, operasional, dan/atau untuk menambah 

dana yang dikelola oleh unit pengelola dana. 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (1c) 

Cukup jelas. 

Ayat (1d) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Angka 4 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dihapus. 

 

Angka 5 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (3a) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara 

lain dalam hal terjadi suatu perubahan perkembangan 

perekonomian nasional yang mengakibatkan 

berkurangnya kapasitas fiskal dan/atau perubahan 

kebijakan luar negeri. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
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Angka 6 

Pasal 8A 

Cukup jelas. 

 

Angka 7 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dalam melakukan penilaian, kelompok kerja dapat 

meminta pertimbangan kementerian/lembaga teknis 

dan/atau tenaga ahli dan/atau akademisi. 

Ayat (3) 

DRPH ditetapkan dalam suatu keputusan Menteri Luar 

Negeri. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "jangka waktu Pemberian 

Hibah" adalah periode pelaksanaan Pemberian 

Hibah.  

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

Angka 8 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Angka 9 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
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Angka 10 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Pemberian Hibah di luar DRPH ditujukan untuk 

tujuan kemanusiaan dan nonkemanusiaan. 

Pemberian Hibah untuk tujuan kemanusiaan 

digunakan untuk penanggulangan bencana alam, 

bencana karena faktor bukan alam dan bencana sosial. 

Pemberian Hibah untuk tujuan nonkemanusiaan 

digunakan untuk tujuan diplomasi Indonesia dalam 

rangka mendukung kepentingan nasional. 

Ayat (1a) 

Cukup jelas. 

Ayat (1b) 

Cukup jelas. 

Ayat (1c) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dihapus. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Angka 11 

Pasal 14 

Ayat (1)  

Pengalokasian Pemberian Hibah mengacu pada 

kapasitas fiskal tahun anggaran yang bersangkutan 

dan kerangka penganggaran jangka menengah dalam 

bagian anggaran bendahara umum negara. Alokasi 

anggaran Pemberian Hibah dalam belanja hibah 

mencakup alokasi anggaran untuk Pemberian Hibah 

yang tercantum dalam DRPH.  

Pengalokasian Pemberian Hibah mengacu pula pada 

kemampuan keuangan unit pengelola dana. 

Dalam penyusunan dan pengalokasian anggaran, pagu 

anggaran belanja hibah dan unit pengelola dana hanya 

mengalokasikan rencana Pemberian Hibah dalam 
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DRPH yang telah memenuhi kriteria kesiapan dan 

sesuai dengan ketersediaan kapasitas fiskal. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Angka 12 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Perjanjian Pemberian Hibah dilakukan per negara atau 

per lembaga asing dan dapat terdiri dari beberapa 

kegiatan Pemberian Hibah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (2a) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Huruf a 

Jumlah komitmen Pemberian Hibah dalam mata 

uang Rupiah dan/atau ekuivalen valuta asing. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Ketentuan dan persyaratan Perjanjian Pemberian 

Hibah antara lain ketentuan persyaratan 

pengefektifan hibah, jangka waktu penarikan, 

ketentuan atau persyaratan penarikan, dan 

pelaporan. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Apabila terjadi perselisihan, perjanjian yang digunakan 
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adalah perjanjian dalam bahasa Indonesia. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan "instansi terkait lainnya" 

adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian 

Sekretariat Negara, Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga 

penanggungjawab kegiatan, dan Bank Indonesia. 

 

Angka 13 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Angka 14 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Penanggung jawab kegiatan ditentukan berdasarkan 

perikatan antara kementerian/lembaga dan unit 

pengelola dana. 

 

Angka 15 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Angka 16  

Pasal 23 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dilaksanakan oleh 

Pemerintah dan Penerima Hibah" adalah dalam hal 

kondisi negara tujuan Penerima Hibah tidak 

memungkinkan Pemerintah untuk memberikan hibah 

secara langsung sebagai akibat, antara lain: 

a. sanksi/embargo; 

b. perang; 

c. blokade; dan 
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d. bencana alam. 

Yang dimaksud dengan "Organisasi Internasional" 

antara lain, namun tidak terbatas pada (i) lembaga di 

bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain: Food 

and Agricultural Organization, World Health 

Organization, United Nations Development Programme, 

International Labour Organization, World Food 

Programme, dan United Nations Framework Convention 

on Climate Change; (ii) lembaga multilateral, antara 

lain: Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank 

Pembangunan Islam, dan Lembaga Regional seperti 

Association of Southeast Asian Nations dan Europe 

Union. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Dihapus. 

Ayat (4) 

Dihapus. 

Ayat (4a) 

Cukup jelas.  

Ayat (5) 

KPA Pemberian Hibah bertanggung jawab terbatas atas 

pemindahbukuan dari rekening kas Negara dan/atau 

rekening unit pengelola dana ke rekening Organisasi 

Internasional. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Angka 17 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Angka 18 

Pasal 33A 

Cukup jelas. 
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Pasal II 

Cukup jelas. 
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